SATUAN ACARA PERKULIAHAN

I. IDENTIFIKASI MASALAH

Nama Mata Kuliah  : Pengantar Perpajakan

Kredit : 2 SKS
Semester 11 (Tiga)
Tingkat : 11 (Dua)
Program Studi :S1

Jurusan : Akuntansi
Dosen : Team Dosen

Il. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH
Mata kuliah ini memberikan penejelasan dan pemahaman dasar mengenai

perpajakan dasar mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

I1l. TUJUAN INSTRUKSIONAL
Setelah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Perpajakan, mahasiwa dapat
menjelaskan dan memahami lebih dalam mengenai peraturan perpajakan

yang berlaku di Indonesia, sebagai dasar pemahaman pajak berikutnya.

IV. METODE PERKULIAHAN

e Problem Based Learning
e Case studies

e Socratic question

e Lecturing

e Group Discussion

e Presentations



V. SISTEMATIKA PENILAIAN
- Nilai Akhir (NA) = 10% Absen + 20% Tugas + 30% UTS + 40% UAS

- Bobot Penilaian

INDEKS NILAI
A 78 — NA
B 68 < NA c 77
C 58 = NA < 67
D 48 = NA < 57
E 0 cNACc47
VI. MATERI PERKULIAHAN
Minggu | Tanggal Materi Kuliah Metode
Ke
Sejarah perpajakan
1. Fungsi pemerintah Ceramah
1 2. Sejarah pemungutan pajak di dunia Dan Media
3. Perkembangan pemungutan pajak Instruksional
4. Sejarah perpajakan di Indonesia
1. Pengertian perpajakan
2. Fungsi pajak Ceramah
3. Asas pemungutan pajak Dan Media
) 4. Cara pemungutan pajak Instruksional
5. Jenis pungutan pajak di Indonesia
6. Penggolongan jenis pajak
7. Sumber penerimaan lain selain pajak
1. Pengertian perpajakan
2. Fungsi pajak Ceramah
3. Asas pemungutan pajak Dan Media
3 4. Cara pemungutan pajak Instruksional
5. Jenis pungutan pajak di
Indonesia
6. Penggolongan jenis pajak
7. Sumber penerimaan lain selain




pajak

1. Hukum Pajak
a. Hukum Pajak Formal
b. Hukum Pajak Material

2. Kebijakan Perpajakan

3. Administrasi Perpajakan

4. Perkembangan sistem perpajakan di
Indonesia

5. Sistem Pemungutan Pajak
- Official Assesment System
- Self Assesment System
- Withholding Tax System

6. Sistem Perpajakan Modern

Ceramah
Dan Media

Instruksional

1. Hukum Pajak
c. Hukum Pajak Formal
d. Hukum Pajak Material
2. Kebijakan Perpajakan
3. Administrasi Perpajakan
4. Perkembangan sistem perpajakan di
Indonesia
5. Sistem Pemungutan Pajak
- Official Assesment System
- Self Assesment System
- Withholding Tax System
6. Sistem Perpajakan Modern

Ceramah
Dan Media

Instruksional

1. Hukum Pajak
e. Hukum Pajak Formal
f. Hukum Pajak Material

Ceramah
Dan Media




2. Kebijakan Perpajakan

3.
4.

Administrasi Perpajakan
Perkembangan sistem perpajakan di

Indonesia

. Sistem Pemungutan Pajak

- Official Assesment System
- Self Assesment System
- Withholding Tax System

. Sistem Perpajakan Modern

Instruksional

Hukum Pajak

g. Hukum Pajak Formal
h. Hukum Pajak Material
Kebijakan Perpajakan

. Administrasi Perpajakan

. Perkembangan sistem perpajakan di

Indonesia

. Sistem Pemungutan Pajak

- Official Assesment System
- Self Assesment System
- Withholding Tax System

. Sistem Perpajakan Modern

Ceramah
Dan Media

Instruksional

UTS

. Wajib Pajak (NPWP)

- Fungsi NPWP

- Pendaftaran NPWP
- Penomoran NPWP

- Penghapusan NPWP

. Dokumen dan mekanisme

administrasi perpajakan
a. Dokumen yang digunakan WP

Ceramah
Dan Media

Instruksional




(@) SPT (Pelaporan pajak)
- Fungsi SPT
- Jenis SPT

Batas Waktu pelaporan SPT
- Pembetulan SPT
(b) SSP (Penyetoran pajak)
- Jatuh tempo pembayaran
- Tempat pembayaran
b. Dokumen yang diterbitkan DJP
(@) SKP
- SKPKB
- SKPLB
- SKPN
- SKPKBT
(b) STP
. Mekanisme penerbitan SKP dan STP

A~ W

. Perhitungan  sanksi, denda dan

imbalan bunga

o1

. Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak

6. Penagihan Pajak

7. Penerbitan Surat Paksa

8. Proses Penyitaan

9. Penyegelan

10.  Pelelangan

11.  Penagihan seketika sekaligus

12.  Pembukuan dan pencatatan

10

1. Wajib Pajak (NPWP)
- Fungsi NPWP
- Pendaftaran NPWP

Ceramah
Dan Media




- Penomoran NPWP
- Penghapusan NPWP
2. Dokumen dan mekanisme
administrasi perpajakan
c. Dokumen yang digunakan WP
(c) SPT (Pelaporan pajak)
- Fungsi SPT
- Jenis SPT
- Batas Waktu pelaporan SPT
- Pembetulan SPT
(d) SSP (Penyetoran pajak)
- Jatuh tempo pembayaran
- Tempat pembayaran
d. Dokumen yang diterbitkan DJP
(c) SKP
- SKPKB
- SKPLB
- SKPN
SKPKBT
(d) STP
3. Mekanisme penerbitan SKP dan STP

SN

. Perhitungan  sanksi, denda dan

imbalan bunga

(62}

. Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak

6. Penagihan Pajak

7. Penerbitan Surat Paksa

8. Proses Penyitaan

9. Penyegelan

10.  Pelelangan

Instruksional




11.  Penagihan seketika sekaligus

12. Pembukuan dan pencatatan
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1. Wajib Pajak (NPWP)
- Fungsi NPWP
- Pendaftaran NPWP
- Penomoran NPWP
- Penghapusan NPWP
2. Dokumen dan mekanisme
administrasi perpajakan
e. Dokumen yang digunakan WP
(e) SPT (Pelaporan pajak)
- Fungsi SPT
- Jenis SPT
- Batas Waktu pelaporan SPT
- Pembetulan SPT
(f) SSP (Penyetoran pajak)
- Jatuh tempo pembayaran
- Tempat pembayaran
f. Dokumen yang diterbitkan DJP
(e) SKP
- SKPKB
- SKPLB
- SKPN
SKPKBT
(f) STP
3. Mekanisme penerbitan SKP dan STP

4. Perhitungan sanksi, denda dan
imbalan bunga
5. Pengembalian kelebihan pembayaran

pajak

Ceramah
Dan Media

Instruksional




6. Penagihan Pajak

7. Penerbitan Surat Paksa

8. Proses Penyitaan

9. Penyegelan

10.
11.
12.

Pelelangan
Penagihan seketika sekaligus

Pembukuan dan pencatatan
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1. Wajib Pajak (NPWP)

- Fungsi NPWP

- Pendaftaran NPWP
- Penomoran NPWP

- Penghapusan NPWP

2. Dokumen dan mekanisme

administrasi perpajakan

g. Dokumen yang digunakan WP

(g) SPT (Pelaporan pajak)
- Fungsi SPT
- Jenis SPT
- Batas Waktu pelaporan SPT
- Pembetulan SPT
(h) SSP (Penyetoran pajak)
- Jatuh tempo pembayaran

- Tempat pembayaran

h. Dokumen yang diterbitkan DJP

(9) SKP

- SKPKB
- SKPLB

- SKPN
SKPKBT
(h) STP

Ceramah
Dan Media

Instruksional




3. Mekanisme penerbitan SKP dan STP

4. Perhitungan sanksi, denda dan
imbalan bunga

5. Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak

6. Penagihan Pajak

7. Penerbitan Surat Paksa

8. Proses Penyitaan

9. Penyegelan

10.  Pelelangan

11.  Penagihan seketika sekaligus

12. Pembukuan dan pencatatan
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1. Subyek Pajak
a. PPh
b. PPN dan PPnBM
c. PBB
d. BPHTB
e. Bea Meterai
2. Obyek Pajak
a. PPh
b. PPN dan PPnBM
c. PBB
d. BPHTB
e. Bea Meterai
f. Tarif Pajak
a. PPh
b. PPN dan PPnBM
c. PBB
d. BPHTB
e. Bea Meterai

f. Mekanisme Pelaporan Pajak

Ceramah
Dan Media

Instruksional




Mekanisme Penyetoran Pajak
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1. Subyek Pajak

f. PPh

g. PPN dan PPnBM

h. PBB

i. BPHTB

j. Bea Meterai
2. Obyek Pajak

g. PPh

h. PPN dan PPnBM

i. PBB

j. BPHTB

k. Bea Meterai
f.Tarif Pajak

g. PPh

h. PPN dan PPnBM

i. PBB

j. BPHTB

k. Bea Meterai
f.Mekanisme Pelaporan Pajak
g-Mekanisme Penyetoran Pajak

Ceramah
Dan Media

Instruksional

15

3. Subyek Pajak
k. PPh
|. PPN dan PPnBM
m.PBB
n. BPHTB
0. Bea Meterai
4. Obyek Pajak
I. PPh




m.PPN dan PPnBM
n. PBB
0. BPHTB
p. Bea Meterai
g. Tarif Pajak
I. PPh
m.PPN dan PPnBM
n. PBB
0. BPHTB
p. Bea Meterai
g. Mekanisme Pelaporan Pajak

r. Mekanisme Penyetoran Pajak
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U AS

VIl. PUSTAKA ACUAN

1.

Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, Konsep,Teori dan Isue,
Prenada Media, Jakarta, 2006

Undang-undang No.27 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2007

Undang-undang No.36 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Tahun 2008

Prof. Dr. H. Mohammad Zain, Ak, Salemba empat, Jakarta,
Tahun 2007

Undang-undang No.18 tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Tahun
2000

Muhammad Rusjdi, PPN dan PPnBM, Indeks, Gramedia,
Jakarta, 2005

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
tentang Pajak Bumi dan Bangunan




8.  Muhammad Rusjdi, Bea Meterai, PBB dan BPHTB, Indeks,
Gramedia, Jakarta 2005

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000
tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai

11. Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Dirjen Pajak Pajak dan Surat Edaran yang berkaitan
dengan pokok bahasan.

Vill. MEDIA YANG DIPERLUKAN PESERTA KULIAH



